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ABSTRACT 
 

The dynamics of election problems are always intertwined with classic problems that 
have not been solved until now, such as money politics which has lasted for a long time and 
even lasted as long as the election was carried out directly and elected by the people. The 
practice of money politics without preventive efforts not only hurts the principles of 
democracy but also produces corrupt politicians. Bawaslu as an institution that has the 
authority to oversee the conduct of elections has a vital role that needs to be optimized. 
However, the position of Bawaslu today does not have a strategic position in supervising the 
implementation of elections, especially in the gakkumdu center which places Bawaslu in a 
subordinate position compared to the police and prosecutor's office. Although the authority 
of Bawaslu has been regulated in Law Number 7 of 2017, there are still limitations to the 
authority of Bawaslu. The complexity of money politics requires an integrated approach by 
considering the sociological conditions of the community, regulatory reform, and 
institutional reform. For this reason, this study aims to review the authority of Bawaslu in 
Law Number 7 of 2017 so that it can be the foundation for the movement of the Bawaslu 
institution in the future. The method used in this study is qualitative with a normative juridical 
approach, by examining Law Number 7 of 2017 and the sociological conditions of the 
community. The results of the study show that regulatory reform is not enough to answer the 
problem of money politics, but requires an integrative approach to the social conditions of 
the community and requires comprehensive institutional reform in the body of Bawaslu. 
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ABSTRAK 
 

Dinamika permasalahan pemilu selalu berkelindan pada masalah-masalah klasik 
yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan seperti money politics yang telah berlangsung 
lama bahkan berlangsung sepanjang pemilu dijalankan secara langsung dan dipilih oleh 
rakyat. Praktik money politics apabila tanpa adanya upaca pencegahan tidak saja mencederai 
prinsip demokrasi tetapi menghasilkan politisi yang koruptif. Bawaslu sebagai lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam pelaksanan mengawasi jalannya pemilu memiliki peran vital 
yang perlu dioptimalisasi. Akan tetapi, posisi bawaslu hari ini justru tidak memiliki posisi 
strategis dalam mengawasi pelaksanaan pemilu terutama pada sentra gakkumdu yang 
menempatkan bawaslu dalam posisi yang subordinatif dibandingkan dengan kepolisian dan 
kejaksaan. Walaupun kewenangan bawaslu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 
tahun 2017 tetap saja terdapat keterbatasan kewenangan bawaslu. Kompleksitas dari 
permasalahan money politics membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan 
mempertimbangkan kondisi sosiologis masyatakat, reformasi regulasi, dan reformasi 
lembaga bawaslu. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau kewenangan bawaslu 
dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sehingga memungkinkan menjadi pondasi 
gerak lembaga bawaslu kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 
tahun 2017 dan kondisi sosiologi dari masyarakar. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
reformasi regulasi tidaklah cukup untuk menjawab permasalahan money politics, tetapi 
membutuhkan pendekatan integratif terhadap kondisi sosial masyarakat dan membutuhkan 
reformasi kelembagaan yang menyeluruh dalam tubuh Bawaslu. 

 

Kata Kunci: Kewenangan bawaslu, Pemilihan umum, Money politics. 
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